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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40.2 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

a. bahwa sebagai pedoman penentuan harga barang dan jasa dalam

penyusunan anggaran belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah telah disusun Peraturan Guernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 40.2 Tahun 2013 tentang Standar Harga
Barang dan Jasa, sesuai dengan perkembangan yang terjadi
Peraturan Gubernur tersebut perlu dilakukan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 40.2 Tahun 2013 tentang Standar Harga Barang dan Jasa;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1930 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40.2
Tahun 2013 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 40.2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40.2 TAHUN
2013 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakata Nomor
40.2 Tahun 2013 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 40.2) pada Lampiran I :

a. angka 5.2.2.06.03 Belanja Kebutuhan ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga dan
Bahan Bacaan/Majalah;

b. angka 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat;

c. Perjalanan Dinas Luar Daerah penginapan dan transport Gubernur, Wakil
Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, biaya transport ke Jawa Timur dan

Jawa Barat DKI, dan Banten;
d. Perjalanan Dinas Petugas Pendamping;

e. tarif harga tiket digunakan sebagai pedoman perencanaan anggaran; dan

]

pelaksanaan Perjalanan Dinas menggunakan harga tiket riil.

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan

untuk Tahun Anggaran 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd
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Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 40.2 TAHUN
2013 TENTANG STANDAR HARGA
BARANG DAN JASA.

5.2.2.06.03 BELANJA KEBUTUHAN ATK, BARANG CETAK, ALAT RUMAH TANGGA
DAN BAHAN BACAAN/MAJALAH

JUMLAH ATK CETAK ALAT RUMAH | BAHAN BACAAN
NO PEGAWAI (Rp) PENGGANDAAN TANGGA DAN PER UU
(ORANG) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1. | <50 19.000.000 | 15.000.000 6.000.000 7.500.000
2. 151-100 33.000.000 | 25.000.000 8.000.000 10.000.000
3. | 101-150 47.000.000 | 35.000.000 10.000.000 11.200.000
4. | 151- 200 61.000.000 | 45.000.000 12.000.000 13.000.000
5. | 201-250 75.000.000 | 55.000.000 14.000.000 15.000.000
6. | > 231 89.000.000 | 65.000.000 16.000.000 17.000.000
5.2.2.11.02 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT
NO KATEGORI SATUAN BE(SQQTAN KETERANGAN
1 3 4 5
1 | Hidangan rapat BAPERJAKAT Per Orang 35.000 -
2 Hidangan rapat di Kantor Perwakilan Per Orang 25.000 -
3 | Sidang di DPRD * Per Orang 20.000 Ketentuan sidang:
- Rapat sampai dengan
pukul 12.00 WIB
diberikan hidangan

rapat Umum.
- Rapat sampai lebih dari
pukul 12.00 WIB atau di
12.00

tambahan

mulai

diberikan
hidangan seharga Rp.
20.000
- Rapat
19.00 WIB diberikan

sidang

pukul

dimulai

pukul

hidangan
seharga Rp. 20.000




1 2 3 4 5
4 | Hidangan rapat pencermatan usulan
rencana kegiatan di Bappeda
Hidangan rapat penyusunan RKPD
6 | Hidangan rapat pencermatan DPA di
DPPKA
7 | Hidangan rapat konsultasi dan fasilitasi Per orang 20.000
penataan Klb Kab/Kota
8 | Hidangan rapat klarifikasi dan evaluasi
pengawasan produk Hukum Kab/Kota
9 | Hidangan rapat penyusunan ASB
10 | Hidangan Rapat Umum Per Orang 10.000

Keterangan :

1. Untuk Sidang di DPRD apabila melebihi pukul 16.00 WIB dapat diberikan
tambahan hidangan Snack, dengan dilengkapi persyaratan administrasi berupa

undangan rapat, daftar hadir dan notulen.

2. Rapat Pari Purna di DPRD dapat diberikah jamuan makan dan hidangan rapat

umuim.

. PERJALANAN DINAS.

A. LUAR DAERAH

1. Tujuan DKI dan Banten

PELAKSANA — UANG HARIAN UANG UANG TAKSI PEBlgé;{l\? AP ’]?lgzﬁlfé

No PERJALANAN DINAS per Translolf: Saku . REPRE | Kota Ke- Kota AN PER SPORT
Hari per Hari | per Hari | SENTASI | dukan Tujuan HARI PP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Gubernur 150.000 | 250.000 | 400.000 | 300.000 | 120.000 | 340.000 | 4.000.000 UP
2 | Wakil Gubernur 150.000 | 250.000 | 400.000 | 300.000 | 120.000 | 340.000 | 4.000.000 UP
3 | Pimpinan DPRD 150.000 | 250.000 | 400.000 | 250.000 | 120.000 | 340.000 | 3.000.000 UP
4 | Sekda/Eselon I 150.000 | 250.000 | 400.000 | 250.000 | 120.000 | 340.000 | 3.000.000 UP
5 | Anggota DPRD 150.000 | 250.000 | 400.000 | 200.000 | 120.000 | 340.000 | 2.500.000 UP
6 | Pejabat Eselon II 150.000 | 250.000 | 400.000 | 200.000 | 120.000 | 340.000 | 2.500.000 UP
7 | Pejabat Eselon III 150.000 | 250.000 | 400.000 120.000 | 340.000 850.000 UP
8 | Golongan IV/b ke atas | 150.000 | 250.000 | 400.000 120.000 | 340.000 850.000 UP
9 | Pejabat Eselon IV 150.000 | 250.000 | 400.000 120.000 | 340.000 750.000 UP
10 | Golongan IV/a 150.000 | 250.000 | 400.000 120.000 | 340.000 750.000 UP
11 | Golongan III 150.000 | 250.000 | 400.000 120.000 | 340.000 750.000 UP
12 | Golongan II 150.000 | 250.000 | 400.000 120.000 | 340.000 550.000 UP
13 | Golongan I 150.000 | 250.000 | 400.000 120.000 | 340.000 450.000 UP

1. Biaya transport perjalanan untuk pendamping kunjungan kerja DPRD diberikan

secara riil menggunakan tarip kelas ekonomi.




E. HARGA TRANSPOR PERJALANAN KE JAWA TIMUR DAN JAWA BARAT :

NO ASAL TUJUAN HARGA (Rp) KETERANGAN
1 Yogyakarta Jawa Timur 1.000.000 PP
2 Yogyakarta Jawa Barat 1.000.000 PP
3 Yogyakarta DKI 1.000.000 PP
4 Yogyakarta Banten 1.000.000 PP
Keterangan :

Harga tiket sudah termasuk pajak dan asuransi.

F. HARGA TIKET PENERBANGAN LANGSUNG DARI YOGYAKARTA KE BEBERAPA

TUJUAN DI INDONESIA

NO ASAL TUJUAN TIKET PP BISNIS* ETéIéigll\Dﬁ*
1 2 3 4 5
1 | Yogyakarta Jakarta 5.116.000 2.968.000
2 | Yogyakarta Balik Papan 9.669.000 4.749.000
3 | Yogyakarta Banda Aceh 9.765.000 5.380.000
4 | Yogyakarta Bandar Lampung 5.255.000 3.108.000
S5 | Yogyakarta Bandung 3.369.000 2.329.000
6 | Yogyakarta Banjar Masin 7.723.000 4.022.000
7 | Yogyakarta Batam 7.370.000 3.936.000
8 | Yogyakarta Biak 15.648.000 8.108.000
9 | Yogyakarta Jambi 6.653.000 3.551.000
10 | Yogyakarta Jaya Pura 13.274.000 7.690.000
11 | Yogyakarta Denpasar 5.116.000 2.968.000
12 | Yogyakarta Makasar 6.525.000 3.893.000
13 | Yogyakarta Manado 10.536.000 5.722.000
14 | Yogyakarta Medan 9.519.000 4.770.000
15 | Yogyakarta Padang 7.969.000 4.000.000
16 | Yogyakarta Palembang 6.460.000 3.380.000
17 | Yogyakarta Pekanbaru 8.022.000 4.054.000
18 | Yogyakarta Pontianak 6.910.000 3.840.000
19 | Yogyakarta Timika 11.894.000 7.038.000
20 | Yogyakarta Kendari 8.129.000 4.706.000
21 | Yogyakarta Kupang 7.348.000 4.182.000
22 | Yogyakarta Mataram 4.417.000 2.781.000
23 | Yogyakarta Palangkaraya 7.477.000 4.022.000
24 | Yogyakarta Pangkal Pinang 6.065.000 3.262.000
25 | Yogyakarta Serang 5.116.000 2.968.000




1 2 3 4 5
26 | Yogyakarta Bengkulu 8.471.000 4.889.000
27 | Yogyakarta Surabaya 9.573.000 4.942.000
28 | Yogyakarta Mamuju 11.402.000 7.135.000
29 | Yogyakarta Palu 13.455.000 7.831.000
30 | Yogyakarta Gurontalo 11.338.000 7.092.000
31 | Yogyakarta Ambon 17.392.000 9.349.000
32 | Yogyakarta Ternate 14.108.000 8.932.000
33 | Yogyakarta Manukwari 20.333.000 13.092.000
34 | Yogyakarta Tanjung Selor 11.319.000 5.479.000
Keterangan
1. Harga tiket di atas sudah termasuk pajak dan asuransi.
2. *) Ditambah airport tax diberikan/dibayarkan sesuai pengeluaran riil.
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